4 .l'..:.

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 1 G/ 072 /B.V/HK/2006.

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN
YANC. MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (KOMITMEN), PEJABAT YANG
BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), BENDAHARA
PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI
PEDA KANTOR ARSIP DAERAH, DAN UPTD DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

Membaca

Menimbang

Mengingat

L R A ]

TAHUN ANGGARAN 2006.

GUBERNUR LAMPUNG,

Surat Kepala Kantor Arsip Doeersh  Provinsl Lampung Nomor: 902/31.3/1V.10/2006
tanggal 8 Februar 2006 perihal Usulan Pengelola Cana APBN (Dekonsentrasl) TA.
2006;

'Sural; kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor ¢ 080/0332/111.10.1.1./11/2006
tanggal 7 Februari 2006 perihal Usulan Pejabat Pengelo@ Dana Dekonsentrasi pada
LIPTD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

bahwa dalam rangka tertib administras), kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan

iatan dananya barsumber daii Anggaren Pendapatan dan Negar
mﬂh!}fﬂmnmsi.{mhun Anggaran 2008 yang dikelola oleh Kantor Arsip Daerah,
dan UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dipandang periu menunju'c Kuasa
Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindekan yang mengakibatkan
pengeluaran Anggaran Belanja (Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani
Surat Perintah Pembayaran (SPM), Bengahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi yang bertanggung Jawab baik dari segl fisik
rnaupun efisiensl dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerfa dan Anggaran Kemenbrian
Megera/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan ;

. bahwa Pejabat/Pegawal Negerd Sipl yang Name, NIP, dan Pangkat sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini dipandang cakap dan meémenuhl syarat untuk
ditunjuk/diangkat sebagal Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Komitmen),
Pejabat yang berwenang menandatangan! Surat Perintah Pembayaran (SPM),
Bendahara Pengeluaran  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/
bDekonsentrasi Tahun Anggaran 2006;

bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaannya
dapat berjalan tertib dipandang perlu menetapkan penunjukan/pengangkatan Kuasa
Pengguna Anggaran, Pejatat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran Anggaran Belanja (Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan
menandatanganl Surat Perintah Pembayaran (SPM), Bent.ai.2r3 Pengeluaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Megara (APBN)/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubemur
Lampung.

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang P2mbentukan Daerah Tingkat I

Lampung ;

. Undang-undang Nomaor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
. Undang-undang Nemor 1 Tahun 2004 tenteng Perbendanaraan Negara ;
. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintehan Daerah ;

Undang-undang MNomior 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;



Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

&
L

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagal Daeral Otonom ;

7. Peraluran Pemerintah Nomer 106 Tahun 2000 tentang Pengeiclaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksansan Dekensentrasl dan  Tugas
Pembantuan ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyel@nggarsan Tugas
Dekonsentrasi ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelanggarsan Tugas
Pembantuan ;

10.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara ;

11.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Instansl Pemerintah ;

12.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;

13.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.

l. Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Oepartemen Keuangan Nomor @
606/AMK.06/ 2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;

2. Surat Keputusan Menteri Kasehatan RI. Nomor : 03/Menkes/SK/I/2006 tanggal 4
Januari 2006 tentang Pelimpahan Wewenang Penatapan Pejabat yang diberl wewenang
dan tangqung jawab untuk atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran
Dalam Pengelolaan Keuangan Negara APBN Tingkat Provinsl, Kab/Kota Tahun Anggaran
2006.

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Pejabat/Pegawal Negerl Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat sebagaimana
tercantum dalam kolom 6, koiom 7, kolom 8, dan kolom 9 sebagal Kuasa Pengguna
Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
Anggaran Belanja (Komitmen), Pejabat yang berwenang menzndetanganl Surat Perintah
Pembayaran (SPM), Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan
sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan inl.

Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagal berikut :

1. Bertanggung jawab baik dari segl fisik maupun keuangan atas pelaksanaan keglatan
yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Nagara/Lembaga (RKA-KL) yang
bersangkutan;

2. Bertanggung jawab atas penyelesalan kegiatan tepat pada waktunya;

3. Menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Keglatan (SPY) paling lambat tanggal 10
(sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang
baru lalu;

4. Menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 0 (seouluh) tiap
bulan untuk pelaporan bulan yang baru laly;

5. Menyampaikan laporan trivulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah
berakhimya triwulan yang bersangkutan;

6. Mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan Kas;

7. Waijib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertit dan teratur sehingga setiap
saat dapat diketahul ;
a. Bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidaik melampaul batas anggaran yang telah
tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran ;
b. Jumiah vang/dana yang masih tersedia ;
¢. Keadaan/perkembangan keglatan baik fisik maupun keuangan ;
d. Perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.
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8. Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan keglatan yang
tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis;

9, Membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dar slsl anggaran
keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah
kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhimya Tahun Anggaran;

10. Membuat Berita Acara serah terima keglatan kepada Biro Umum dan Perlengkapan
Scekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila reavangkut keglatan fisik yang
merupakan aset Pemorintah Daerahy;

Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran
Eslanja (Komitmen) seperti Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP).

Pejabat yang berwenang menandatanganl Surat Perintah Membayar (SPM) mempunyal
tugas dan kewajiban melakukan pengujian dan perintah: pembayaran dan bertanggung
jawab kepada Pengguna Anggaran,

Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran belan’a menerima, menyimpan, menyerahkan, menata usahakan
dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja serta :

1. Wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara terib dan teratur sesual dengan
Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomnor Kep-332/ M/V/9/1968
tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya serta
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomow 217/KMK.03/1930 tanggal
22 Februad 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara
Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan
Dekonsentrasli dan Tugas Pembantuan, serta memperhatikan surat Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : 606/AMK.06/2004 tanggal
28 Desember 2004 tentang Pedoman pembayaran dalam pelaksansan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;

2. Bertanggung jawab atas Isl dan Keselamatan kas;

3. Menyusun dan menyampaikan LKKP paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah
penutupan buku kas bulan yang baru laly;

4. Menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur Sehingga setiap saat dapat
diketahui :

a. Bahwa fkatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang
bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran
Belanja (Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menandatangani SPM tidak
melampaul batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis
pengeluaran;

b. Jumiah uang/dana yang masih tersedia;

c. Keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan;

d. Perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan keglatan.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Kuasa Pengguna
Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digardskan dalam struktur kegiatan dan
Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagien yang bersangkutan
khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggung
jawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.

Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa
Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran Anggaran Belanja (Komitmen), dan Pejabat yang berwenang
menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPM) Anggaran Pendapatan dan Belanja
Hegara (APEN)/Dekonsentrasi pada Kantor Arsip Daeran, dan UPTD Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala
Biro Bira Penataan dan Pemantauan Program Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dan
Penunjukan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN)/Dekonsentrasi Tehun Anggaran 2006 yang ditandatangani Gubemur kepada
Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.



KEDELAPAM

Apabila nama Kuasa Pengguna Anggdran, Pejabat yang bartugas melakukan tndakan
yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Komitmen), Pejabat yang berwenang
menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPM), dan Bendahara Pengeluaran yang
teccantum dalam Dokumen [sian Felaksana Anggaran (DIPA) yang dimaksud tidak sesuai
dengan nama Kuasa Pengouna Anggaran, Pejabat yang hertugas melakukan tindakan
yang mengakibatkan pengeiuaran Anggaran Belanja (Kemitmen), Nejabat barwenang
menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPM), dan Bendahara uaran yang
tercantum dalam Keputusan inl maks yvang dianggap sah I Kuasa Pengguna
Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
Anggaran Belanja (Komitmen), Pejanat yang berwenang rienandatangani Surat Perintah
Pembayaran (SPM), dan Bendzhara Pengeluaran odalah sebagaimana yang tercantum
dalam Lampiran Keputusan inl.

KESEMBILA Keputusan ini mulal berlaku sejak tanggal 3 Januari 2006 sampal dengan 31 Desember
2006, dengan ketentuan apabile di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan Inl akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.
Ditetapkan di Telukbetung
pada tangoal 7 Marey 2006
GUBERNUR LANPUNG
dto
STACHROEDIN.ZP
Tembusan cisampaikan kepada :
1. Menten Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menter) Departemen/Lembaga Sektoral yang bersangkutan;
3. Menteri Kevangan di Jakarta;
4, Ketua 52K dl Jakarta;
S. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJFE) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala WPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
9, Kepa'za Cadan Pengawas Daerah Provinsl Lampung;

10. Kepala brKP Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepalz tappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;

12. Kepala Uiro Keuangan Setdaprov Lampung;

13. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan;
14. Himpurn an Keputusan.



